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ABSTRAK 
Hukum kontrak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada 
dasarnya berisikan norma-norma hukum perdata barat sebagai refleksi budaya masyarakat bercirikan low-
context culture, di mana kontrak dipahami sebagai dokumen hukum. Konstruksi ini secara eksplisit tertuang 
dalam Pasal 1338 ayat (1) jo. 1320 KUHPerdata. Perjanjian atau kontrak merupakan hukum; dalam hal ini 
hukum yang berlaku bagi para pihaknya yang pelanggarannya akan menimbulkan akibat hukum. Di lain 
pihak, masyarakat Indonesia sendiri termasuk dalam masyarakat high-context culture, di mana 
masyarakatnya lebih mementingkan dan mengutamakan relationship-hubungan yang terjalin di antara para 
pihaknya. Hakikat kontrak lebih merupakan nota kesepahaman daripada dokumen hukum yang mengikat. 
Kontrak dianggap bukan sebagai dokumen hukum, melainkan simbol adanya relationship belaka. Menilik 
konsepsi sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, budaya hukum masyarakat akan mempengaruhi 
pelaksanaan hukum itu sendiri. Hukum bisa mati karena masyarakat tidak menerimanya karena dianggap 
bukan bagian dari norma yang harus dipatuhi. Dalam hubungannya dengan kontrak, maka dapat dikatakan 
dalam masyarakat yang bercirikan high-contect culture, sebaik apapun kontrak dibuat, maka kontrak 
tersebut akan cenderung diabaikan karena dianggap bukan sebagai norma (hukum) yang harus dipatuhi. 
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I. PENDAHULUAN 
Sejarah pengaturan hukum kontrak di Indonesia, diawali dengan diberlakukannya kodifikasi hukum 
perdata Belanda, yaitu Burgerlijk Wet Boek (BW) berdasarkan asas konkordansi. Burgerlijk Wet Boek 
diundangkan dan dipublikasikan di Hindia Belanda tanggal 30 April 1847 dengan Stb. 1847: 23 dan mulai 
berlaku 1 Mei 1848. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang 
Dasar 1945, hukum produk Hindia Belanda, termasuk Burgerlijk Wet Boek, tetap berlaku selama belum 
diadakan yang baru dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.  
Burgerlijk Wet Boek di Indonesia kemudian diterjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (selanjutnya dalam penulisan ini disebut KUHPerdata), mengatur hukum kontrak dalam Buku III 
yang berjudul Tentang Perikatan. Di Indonesia, berdasarkan doktrin hukum kontrak (Subekti), perjanjian 
merupakan peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain atau saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal tertentu. Berdasarkan adanya janji tersebut maka terbit hubungan hukum antara 
kedua belah pihak (perikatan) (Subekti,1:2004). Perikatan, sebagaimana pandangan doktrin (Subekti) adalah 
hubungan hukum (di bidang harta kekayaan/yang dapat dinilai dengan uang) antara dua orang/lebih. di mana 
pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain tersebut wajib memenuhi 
tuntutan itu (Subekti,1:2004). Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bercara eksplisit mengatur: “Semua perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan 
konstruksi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ini, jelas bahwa kontrak adalah hukum.  
Berangkat dari sejarah bahwa kontrak dikonstruksikan sebagai  hukum, sebagaimana pengaturan Pasal 
1338 ayat (1) KUHPerdata, bukanlah formulasi yang didasarkan budaya hukum masyarakat Indonesia, 
melainkan merupakan adopsi dari hukum perdata barat (dalam hal ini Belanda). LM. Friedman 
mengungkapkan bahwa komponen sistem hukum yang paling menentukan berjalannya hukum adalah budaya 
hukum. Dengan demikian, apakah suatu kontrak dalam kenyataannya dianggap sebagai hukum, tergantung 
pada budaya hukum masyarakatnya, yaitu ide-ide, sikap, kepercayaan, pengharapan, dan pendapat-pendapat 
mengenai hukum. Karenanya, faktor penggerak apakah suatu kontrak itu memiliki makna sebagai hukum, 
berkolerasi dengan pandangan atau sikap masyarakat terhadap kontrak, kepercayaan mereka terhadap 
kontrak, ide-ide dan pengharapan mereka terhadap kontrak.  
 
II. PERMASALAHAN 
Bila LM Friedman mengatakan bahwa budaya hukum merupakan faktor penggerak berjalannya hukum; 
pertanyaan yang menarik untuk diajukan, apakah masyarakat Indonesia, dalam hal kontrak, memiliki budaya 
hukum yang sama dengan masyarakat asal dari mana hukum kontrak di adopsi, yaitu Belanda, yang 
menganggap kontrak adalah hukum.  
  
III.METODE PENELITIAN 
Pembahasan dan diskusi menggunakan pendekatan komunikasi antar budaya, high-context dan low-
context culture yang dikemukakan Edward T. Hall, antropolog yang terkenal sebagai penggagas studi 
komunikasi antar budaya. Beberapa penelitiannya mengenai tipe-tipe komunikasi antar budaya telah 
diterbitkan, antara lain dalam buku The Silent Language (1959), The Hidden Diminsion (1969) dan Beyond 
Culture (1976). 
  
IV. PEMBAHASAN 
A. Budaya Hukum Adalah Unsur Terpenting Dari Sistem Hukum 
Sebagaimana dikatakan oleh Lawrence M. Friedman, untuk melihat bekerjanya hukum, harus terlibat tiga 
faktor, yaitu substansi, struktur dan budaya hukum. Faktor terpenting bagi bekerjanya sistem hukum, adalah 
budaya hukum (LM. Friedman, 2; 1998), faktor inilah yang paling mempengaruhi berjalan atau tidaknya 
sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman diartikan sebagai: sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem 
hukum, kepercayaan, pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, sikap-sikap, dan harapan-harapan. Budaya 
hukum adalah iklim dari pikiran masyarakat dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum 
itu digunakan, dihindarkan atau disalahgunakan (LM. Friedman, 20-21; 1998). Tanpa budaya hukum, sistem 
hukum akan mati. 
Jika struktur hukum diibaratkan sebuah mesin maka substansi merupakan apa yang dihasilkan oleh mesin 
tersebut, sedangkan budaya hukum adalah apa atau siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau 
mematikan mesin serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Karena itu untuk memahami 
perbedaan-perbedaan berjalan atau tidak berjalannya hukum pada suatu masyarakat dibandingkan dengan 
masyarakat lain tidak dapat dipahami berdasarkan perbedaan struktur dan substansinya, melainkan harus 
dicari di dalam wilayah budaya hukumnya. 
 
B. Tipe Komunikasi Antar Budaya: Low-Dan-High Context Culture 
Edward T. Hall membedakan tipe komunikasi antar budaya dalam low-and-high context culture. Budaya, 
menurut Geert Hofstede, pakar budaya dan perbedaan-perbedaan budaya, merupakan ”the collective 
programming of the mind which distinguishes the member of one human group from anothe.”(Anna Ruttger, 
3: 2018).  Budaya itu sendiri dibedakan dalam verbal dan non verbal. Dalam komunikasi verbal, informasi 
disampaikan melalui simbol-simbol yang memiliki arti eksplisit dan spesifik. Sedangkan sarana utama dalam 
menyampaikan pesan dalam komunikasi non verbal, adalah aspek non verbal. Kemampuan untuk 
menyampaikan informasi ini dinamakan context ( Donald W. Hendon etc, 65: 1996). Pengertian context, 
menurut Hall mencakup ”the ciscumstances, informations and conditions which ”surround” an avent.” 
Dalam komunikasi, kata context berhubungan dengan pemahaman terhadap suatu pesan dan segala hal yang 
berhubungan dengan pesan tersebut, termasuk situasi di mana komunikasi tersebut dilakukan serta persepsi si 
penerima pesan itu sendiri. High context atau low-context berhubungan dengan sejumlah informasi yang ada 
dalam suatu komunikasi. Konteks ini dipengaruhi oleh budaya, karena itulah Hall membedakan dua tipe 
budaya: high-and-low context culture (Sarah-Jane Pill, 26 : 2006). 
Individu yang termasuk dalam high-context culture lebih menyukai penyampaian pesan secara non verbal 
dengan cara yang tidak langsung. Untuk memahami pesan dalam sasyarakat high-context culture satu sama 
lain perlu melibatkan jaringan context yang luas dan erat misalnya keluarga, teman, kolega. Termasuk dalam 
high-context culture, misalnya masyarakat Asia, Jepang, Arab, Mediterania. Bagi masyarakat high-context 
ini, hubungan yang bersifat personal lebih penting dari segalanya. Mereka cenderung untuk menyerap segala 
informasi dari berbagai subjek dalam jaringannya yang luas tersebut sehingga terjadi pertukaran informasi 
secara cepat dan spontan. Bagi masyarakat high-context, suatu context, misalnya intonasi pembawa pesan, 
ekspresi wajah atau bahasa tubuh, lebih penting dari pada kata-kata (words). Si penerima pesan harus 
menyimak dengan baik, karena fakta-fakta yang penting banyak tersembunyi (Sarah-Jane Pill, 26: 2006).  
Berbeda dengan masyarakat high-context culture, suatu informasi bagi masyarakat low-context culture 
hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu secara pribadi. Pada komunikasi low-context, pesan 
disampaikan melalui pernyataan-pernyataan atau simbol-simbol yang jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam 
memahami makna. Dalam komunikasi low-context, situasi dan perilaku-perilaku non verbal sifatnya relatif 
kurang penting, demikian juga masyarakat tipe ini sangat jarang melibatkan suatu pesan dengan subjek dari 
jaringan informasi yang luas. Karena itu, untuk memahami suatu  pesan, mereka mengantisipasinya dengan 
cara meminta berbagai informasi terperinci yang mendukung pesan tersebut (Sarah-Jane Pill, 27: 2006). 
Komunikasi langsung lebih dihargai sedang ketidak jelasan dianggap tidak baik (Donald W. Hendon, etc, 66: 
1996). 
Melihat pada adanya perbedaan budaya dalam penyampaian pesan,  dapat dipahami bila pihak high-context 
seringkali jengkel dan kesal kepada pihak low-context karena mereka memberikan begitu banyak informasi 
dengan sangat detail. Sebaliknya pihak low-context akan merasa frustasi jika mereka tidak menerima 
 informasi yang cukup dari pihak lawannya.  Masyarakat Amerika, Jerman, Swiss, Scandinavia dan Eropa 
Utara termasuk dalam low-context culture (Sarah-Jane Pill, 26: 2006).   
Budaya hukum masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum itu sendiri. Hukum bisa mati karena 
masyarakat tidak menerimanya karena dianggap bukan bagian dari norma yang harus dipatuhi. Dihubungkan 
dengan topik kajian, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah masyarakat berbudaya high-context dan 
low-context memiliki persepsi yang sama mengenai esensi kontrak.  
 
C. Kontrak Dalam Masyarakat Berbudaya Low-Context 
Bagi masyarakat low-context culture suatu pesan yang disampaikan ataupun diterima harus jelas dan 
eksplisit, baik diucapkan maupun dalam bentuk tulisan. Karenanya komunikasi di antara dua pihak yang 
berlandaskan low-context culture cenderung bersifat spesifik dan langsung. Titik beratnya bukan pada 
hubungan personal, namun pada apa yang dinyatakan, bukan pada bagaimana hal itu dinyatakan (Charlee 
Gibson, “Recognizing High and Low Context Culture,” 
http://theglobalview.blogs.realtor.org/2016/04/01/recognizing-high-and-low-context-cultures/, diakses: 20 
Agustus 2018). 
Bagi masyarakat low-context hukum adalah penting (“High vs Low Context Cultures,”  
https://quizlet.com/15630899/high-vs-low-context-cultures-flash-cards/, diakses: 8 Agustus 2018), karena itu 
kontrak sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat low-context. Kontrak merupakan produk dari negosiasi, 
bukan titik awal terbentuknya hubungan personal (“High-Context & Low-Context Cultures”, 
http://cascadebusnews.com/business-tips/networking/154-high-context-a-low-context-cultures, 20 Agustus 
2018). Kontrak merupakan hukum, karena itu dibuat dengan sangat teliti, informasi dituangkankan dalam 
kontrak secara eksplitit (John Hooker,24 : 2003), apa yang dituangkan adalah benar-benar apa yang 
dikatakan, tidak lebih dan tidak kurang (“High-Context & Low-Context Cultures”, 
https://quizlet.com/15630899/high-vs-low-context-cultures-flash-cards/, diakses: 8 Agustus 2018), Kontrak 
adalah hukum karena itu harus spesifik. Kalimat-kalimat dalam kontrak diformulasikan secara jelas sesuai 
maknanya, karena itu kontrak yang dibuat biasanya tebal dan detail. Semuanya harus jelas, tertentu dan 
terukur, sehingga tidak ada lagi hal yang tersirat (Mike W. Peng,72: 2017). Masyarakat low-context sangat 
ketat dalam mematuhi aturan-aturan, standar-standar yang telah dituangkan dalam kontrak (Charlee Gibson). 
Seketika kontrak ditanda tangani, tidak ada lagi ruang untuk penyimpangan atau pengecualian bagi aturan-
aturan yang sudah tertuang dalam kontrak, kecuali para pihaknya setuju untuk menegosiasikannya kembali 
(John Hooker, “Cultural Differences in Business Communication,” 
http://public.tepper.cmu.edu/jnh/businessCommunication.pdf ). Karenanya gaya komunikasi low-context 
dapat dikategorikan sebagai komunikasi berdasarkan aturan (rule-based) (Christina Bratt Paulston, etc,  (ed), 
The Handbook of Intercultural Discourse and Communication, 394: 2012). 
Bagi masyarakat low-context culture, lawyer menduduki peran penting dalam perancangan maupun 
penegakan kontrak (“Social & Cultural Environments,”  https://quizlet.com/94692609/ch4-social-cultural-
environments-flash-cards/, diakses: 1 September 2018). Proses negosiasi pada masyarakat low-context 
culture berjalan cepat. Segala apa yang dinyatakan oleh para pihak dituangkan secara tertulis. Transaksi 
bisnis, termasuk cara penyelesaian sengketanya dijalankan dalam kerangka hukum kontrak. Lawyer harus 
mampu memperkirakan setiap kemungkinan yang mungkin terjadi. Sifat detail ini penting, sehingga bila 
terjadi sengketa, dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan kontrak (John Hooker, 34: 2003). Sebaliknya pada 
high-context culture, karena rencana-rencana bisnis dibangun berdampingan dengan upaya terjalinnya 
hubungan personal, bukan melalui komunikasi formal dalam kontrak tertulis (John Hooker, 34: 2003), oleh 
sebab itu para negosiator dari negara-negara high-context lebih memilih untuk tidak melibatkan lawyer 
sampai akhir tahap perancangan kontrak (Mike W. Peng,72: 2017). 
 
D. Kontrak Dalam Masyarakat Berbudaya High-Context 
Bagi masyarakat high-context culture, kontrak hanya awal dari suatu negosiasi. Kalaupun dibuat kontrak 
(perjanjian tertulis), ini lebih merupakan suatu memorandum of understanding daripada dokumen hukum 
(John Hooker, 34: 2003). Penandatanganan suatu kontrak bukan berarti tercapainya kesepakatan untuk 
berbisnis (signing the contract does not represent a closing of the business deal) (“High-Context & Low-
Context Cultures,” https://quizlet.com/15630899/high-vs-low-context-cultures-flash-cards/, diakses: 8 
Agustus 2018), melainkan hanya sebagai simbol belaka. Karenanya selalu ada kemungkinan untuk dilakukan 
penyesuaian-penyesuaian terhadap isi kontrak (John Hooker, 34: 2003).  
Dalam pandangan masyarakat Jepang, mengapa harus diperbudak oleh selembar kertas, sedangkan dunia 
terus menerus berubah (why enslave oneself to a piece of paper, when the world constantly changes)?( John 
Hooker, 34: 2003).  Dengan demikian bagi masyarakat China dan Jepang misalnya, tulisan kurang penting 
dibandingkan dengan hubungan personal,   sikap   saling   pengertian  dan   sikap-sikap  non verbal  lainnya 
(Brian Neese, “Intercultural Communication: High- and Low-Context Cultures,” https://online.seu.edu/high-
and-low-context-cultures/, diakses: 20 Agustus 2018). Karenanya gaya komunikasi high-context dapat juga 
 dikategorikan sebagai komunikasi berdasarkan keterikatan hubungan (relationship-based) (Christina Bratt 
Paulston,  etc,  (ed), The Handbook of Intercultural Discourse and Communication, 394: 2012).  
Kepercayaan jauh lebih penting dari pada secarik kertas, maka isi kontrak tidak detail (“Translation Issues 
Associated With High-context and Low-context Cultures”, https://www.ulatus.com/translation-
blog/translation-issues-associated-with-high-context-and-low-context-cultures/, di akses: 20 Agustus 2018). 
Hal ini juga menjelaskan mengapa masyarakat Jepang (a high-context culture) lebih memilih komunikasi 
secara langsung (face-to-face communication) daripada komunikasi melalui teknologi elektronik yang 
disukai oleh negara-negara industri seperti United States, Canada, United Kingdom dan German (low-context 
cultures).  
Merupakan hal yang memalukan bagi masyarakat high-context, untuk mengemukakan perbedaan 
pendapat secara terbuka (“Conflict Resolution Styles in Low- and High-Context Cultures,”   
https://www.researchgate.net/publication/232439754_Conflict_Resolution_Styles_in_Low-_and_High 
Context_Cultures, di akses: 20 Agustus 2018). Pada situasi konflik, masyarakat high-context lebih memilih 
penyelesaian non-kontrontasi ((“Conflict Resolution Styles in Low- and High-Context Cultures,” 
https://www.researchgate.net/publication/232439754_Conflict_Resolution_Styles_in_Low-_and_High-
Context_Cultures, di akses: 20 Agustus 2018), sebaliknya, masyarakat low-context lebih memilih 
penyelesaian konflik berbasis solusi (“Conflict Resolution Styles in Low- and High-Context Cultures”, 
https://www.researchgate.net/publication/232439754_Conflict_Resolution_Styles_in_Low-_and_High-
Context_Cultures, di akses: 20 Agustus 2018).  Menunjukkan perbedaan-perbedaan pendapat secara terbuka 
bukan hal yang memalukan, karena bukan terkait pada orangnya tetapi pada masalahnya ((“Conflict 
Resolution Styles in Low- and High-Context Cultures”, 
https://www.researchgate.net/publication/232439754_Conflict_Resolution_Styles_in_Low-_and_High-
Context_Cultures, di akses: 20 Agustus 2018). 
 
E. Masyarakat Indonesia Bercirikan High-Context Culture Vs KUHPerdata Bercirikan Low-Context 
Culture 
Merujuk pada tipe komunikasi antar budaya dari Edward Hall, setidaknya terdapat 3 indikator yang 
menunjukkan adanya tipe komunikasi high context culture dalam masyarakat Indonesia. Pertama, masyarakat 
Indonesia secara historis merupakan masyarakat yang tidak berorientasi pada hukum,yang dalam istilah 
Hikmahanto Juwana dikatakan sebagai non-law minded society (Hikmahanto Juwana, 35-36: 2005). Apa 
yang menjadi hukum adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. 
Dari segi historis, dapat dibuktikan melalui keberadaan Pasal 163 IS yang mengatur penggolongan penduduk 
dan Pasal 131 IS yang mengatur hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan pada masa Indonesia 
masih dalam penjajahan Belanda. Berdasarkan Pasal 163 jo 131 IS tersebut, aturan yang berlaku bagi 
masyarakat Indonesia (saat itu Bumi Putra) adalah kebiasaan-kebiasaan dan tatanan tradisinya (adatnya). Ini 
membuktikan bahwa masyarakat Indonesia secara historis hanya mengenal tatanan berdasarkan 
tradisi/adatnya, bukan hukum. Kedua, karakteristik budaya high-context, nampak pada acara penyampaian 
pesan-pesan melalui komunikasi tidak langsung yang melibatkan berbagai context (lingkungan, keluarga, 
teman, relasi). Hukum adat sebagai hukum asli masyarakat Indonesia dikenal sebagai hukum tidak tertulis. 
Karenanya masyarakat Indonesia secara tradisi tidak terbiasa dengan budaya tulisan. Secara turun temurun 
masyarakat Indonesia adalah masyarakat adat yang umumnya bukan bertradisi tulisan melainkan bertradisi 
lisan atau oral. Dalam tradisi lisan, suatu pesan atau kesaksian disampaikan secara turun-temurun dari 
generasi ke generasi misalnya melalui ucapan, pidato, nyanyian, pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau 
lagu. Dengan cara ini masyarakat dapat menyampaikan sastra lisan, hukum lisan dan pengetahuan lainnya ke 
generasi penerusnya tanpa melibatkan bahasa tulisan (Tradisi Lisan, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 
http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi_lisan, diakses:  2 Agustus  2018). Demikian juga dalam sejarah 
peradaban suku bangsa Jawa sebagai suku bangsa terbesar di Indonesia, peninggalan berupa tulisan tidak 
tercatat sebagai satu bentuk peninggalan yang dominan dari suku bangsa Jawa tersebut (M. Yunus Melalatoa, 
165: 2004). Ketiga, karakteristik masyarakat Indonesia masih kuat diwarnai sistem kolektif atau komunal dan 
religious, sehingga perilaku masyarakatnya pun masih diresapi oleh sistem nilai tersebut. Karakteristik ini 
dalam komunikasi antar budaya merupakan ciri masyarakat berbudaya high-context di mana satu sama lain 
dalam berkomunikasi melibatkan context yang luas dan erat, misalnya dengan keluarga, teman, kolega.  
Di sisi lain KUHPerdata yang mengatur hukum kontrak di Indonesia bercirikan budaya low-context, 
antara lain misalnya, dari segi historis KUHPerdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wet Boek Belanda 
yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi, yang kemudian setelah kemerdekaan dinyatakan tetap 
berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945; karena itu dengan sendirinya 
KUHPerdata merupakan produk budaya masyarakat Belanda yang berbudaya low-context. Kedua pengaturan 
KUHPerdata secara eksplisit menyatakan kontrak adalah hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 
ayat (1): kontrak yang sah mengikat sebagai hukum (undang-undang) bagi para pihaknya. Pengaturan ini 
mengandung asas kekuatan mengikat suatu kontrak, pacta sunt servanda (janji itu mengikat). Ketiga, 
 KUHPerdata, misalnya Pasal 1320 mensyaratkan, objek tertentu dan dapat ditentukan bagi salah satu syarat 
sahnya kontrak. Ketidak jelasan pada objek kontrak, berakibat kontrak batal demi hukum. Pengaturan ini 
merupakan ciri budaya low context, di mana informasi atau pesan harus disampaikan dengan sangat teliti, 
detail dan eksplitit. Keempat, karena kontrak adalah hukum, maka ketidak laksanaan kontrak dianggap 
sebagai perbuatan wanprestasi yang memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum serta menimbulkan hak 
penuntutan kerugian yang ditimbulkan. Beberapa pasal dalam KUHPerdata yang mengatur macam atau 
bentuk wanprestasi, konsekuensi hukum dan hak dari pihak yang menderita kerugian untuk menuntut 
kerugian misalnya Pasal 1234, Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1244, Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdata. 
Kelima, KUHPerdata menempatkan alat bukti tulisan sebagai alat bukti utama dalam perkara perdata 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1886 KUHPerdata. Sedangkan pembuktian secara lisan melalui kesaksian, 
oleh KUHPerdata Pasal 1902 serta doktrin (subekti) hanya dapat dilakukan dalam hal ada suatu permulaan 
pembuktian dengan tulisan (Subekti, 37-38: 2005). Hal ini dapat dijadikan tolak ukur bahwa hal yang tertulis 
merupakan hal yang utama dan lebih diutamakan. 
Beranjak dari Edward Hall, masyarakat berbudaya high-context lebih mengutamakan komunikasi non 
verbal dan juga memiliki tradisi lisan, kurang menghargai bentuk-bentuk tulisan. Kontrak sekedar dianggap 
syarat belaka, kontrak hanya tulisan yang semata-mata sebagai dokumentasi, karenanya tidak memenuhi 
makna kontekstual (tidak membangun pemahaman-pemahaman mengenai maknanya), melainkan hanya 
memenuhi makna tekstual (secara formal atau sekedar mengikuti kebiasaan). Demikian juga titik berat pada 
hubungan personal, harmoni dan relationship dapat menyebabkan keberadaan kontrak menjadi sia-sia karena 
hanya dianggap sebagai formalitas dan prosedur belaka. Lebih jauh, hakikat kontrak sebagai sarana 
menjamin kepastian hukum bagi kepentingan para pihak tidak terpenuhi, karenanya selalu ada kemungkinan 
untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap isi kontrak agar kondisi harmoni dalam hubungan 
perorangannya tetap terjaga. Sikap semacam ini juga dapat menyebabkan penandatanganan kontrak tidak 
diawali dengan inisiatif untuk membaca atau menyusun kontrak secara cermat. Padahal dalam hukum, setiap 
orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya (Mariam 
Darus Badrulzaman, 53: 1994). Sikap seperti ini terbawa pula ketika ternyata kemudian terjadi sengketa 
mengenai kontrak. Mereka kurang peduli dengan apa yang ada dalam klausul kontrak (Mariam Darus 
Badrulzaman, 53: 1994). 
 
V. SIMPULAN 
Adopsi ketentuan-ketentuan hukum atau perundang-undangan dari suatu negara tidak bisa begitu saja 
diterapkan di negara lain, karena ada perbedaan sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya. Apa yang disebut 
hukum itu tergatung pada persepsi masyaraktnya yang dipengaruhi budaya hukumnya. Perjanjian tertulis 
(kontrak) telah diterapkan hampir di semua tempat dan semua bidang. Melalui pemahaman komunikasi antar 
budaya, low-and high context, kita diingatkan untuk harus selalu berhati-hati dalam memaknai kontrak. 
Mungkin saja kontrak tersebut oleh pihak lawan hanya bermakna sebatas kesepakatan awal dan bisa berubah 
sesuai dengan perkembangan. Tanda tangan kontrak hanya menandakan simbol adanya kerja sama, bukan 
ikatan hukum.  
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